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ABSTRACT
Oil and natural gas are natural resources that are controlled by the State and have an important 
role in the national economy so that their management needs to be carried out optimally. In an 
effort to create oil and gas business activities in order to realize the increase in prosperity and 
welfare of  the people, Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas has been 
established. In the implementation of  the business of  supplying and distributing subsidized 
fuels, there is often fraud in the effort to distribute BBM in the regions, resulting in a fairly high 
price difference between industrial fuels and subsidized fuels which opens the opportunity for 
various parties to commit irregularities or without permission. Just as there are criminal acts 
that have been decided by the Bale Bandung District Court with Case Number: 669 / Pid.
Sus / 2014 / PN.Blb. Based on these problems, the authors identify the following problems: 
1) What is the legal consideration by the judge in making a decision in Case Number: 669 / 
Pid.Sus / 2014 / PN.Blb; 2) How is the application of  criminal law against criminal acts of  
transportation, storage and trade of  fuel oil that is subsidized without permission based on 
Article 55 of  Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas. The method used 
in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. 
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Pendahuluan
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam 
yang berlimpah ruah. Kekayaan 
alam tersebut semata-mata untuk 
meningkatkan taraf  hidup bangsa 
Indonesia, serta mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan 
UndangUndang Dasar 1945.
Minyak dan gas bumi merupakan 
sumber daya alam yang dikuasai oleh 
Negara dan merupakan komoditas 
vital yang memegang peranan 
penting dalam penyediaan bahan 
baku industri, pemenuhan kebutuhan 
penting, sehingga pengelolaannya perlu 
dilakukan seoptimal mungkin agar dapat 
dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945yang menyatakan bahwa:
Ayat (2):  “Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh Negara” 
Ayat (3):  “Bumi, air dan kekayaan 
yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”.
Setiap kegiatan usaha selalu 
berhubungan dengan kegiatan 
pendistribusian terhadap produk yang 
dihasilkan oleh sebuah perusahaan. 
Produk yang dihasilkan dalam kegiatan 
usaha yaitu berupa barang dan jasa. 
Oleh karena itu perusahaan dapat 
dikatakan berhasil melakukan kegiatan 
proses distribusi produknya, apabila 
With regard to the normative juridical approach used, the research carried out through two 
stages, namely library research and field research which is only supporting, data analysis used 
is qualitative juridical analysis, namely data obtained, both in the form of  secondary data and 
primary data analyzed without using statistical formulas. The results showed that the legal 
consideration by the judge in imposing Decision Case Number: 669 / Pid.Sus / 2014 / PN.Blb, 
supported by the facts of  the trial that had been disclosed, the Panel of  Judges argued that the 
defendants violated the provisions of  Article 55 of  the Law Number 22 of  2001 jo. Article 55 
paragraph (1) of  the 1st Criminal Code concerning criminal acts of  transportation, storage and 
trade of  subsidized fuel oil without permission. From these legal considerations, the panel of  
judges should consider the provision of  Article 53 of  Act Number 22 of  2001, because in the 
provisions of  Article 55 of  Law Number 22 of  2001, it does not regulate explicitly the violation 
of  the Transportation Permit and Commercial Business License. The application of  criminal 
law to criminal acts of  transportation, storage and trade of  fuel oil that is subsidized without 
permission, is more appropriate to be used in Article 53 of  Law Number 22 of  2001, because in 
these provisions it is explained in detail about the act of  transportation and Commerce without 
a Commercial Business License.
Key Words: Crime, Fuel, and Unauthorized
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pihak perusahaan melakukan pendistri-
busiannya dengan baik. Minyak dan 
gas bumi selalu menjadi permasalahan 
global karena keterbatasan jumlahnya. 
Terutama setelah berkembangnya 
teknologi industrial dan transportasi 
yang semakin meningkatkan jumlah 
permintaan minyak dan gas bumi.
Minyak dan gas bumi merupakan 
sumber daya alam yang dikuasai oleh 
Negara dan mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian nasional 
sehingga pengelolaannya perlu 
dilakukan seoptimal mungkin. Dalam 
upaya menciptakan kegiatan usaha 
minyak dan gas bumi guna untuk 
mewujudkan peningkatan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat telah 
ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 disahkan dan diundangkan pada 
tanggal 23 November 2001 merupakan 
tonggak sejarah dalam memberikan 
landasan hukum bagi langkah-langkah 
pembaharuan dan penataan kembali 
kegiatan usaha minyak dan gas bumi 
yang tediri dari kegiatan usaha hilir dan 
kegiatan usaha hulu. Dengan adanya 
Undang-Undang tersebut, tentunya 
memberikan landasan hukum bagi 
pembaruan dan penataan kembali 
kegiatan usaha minyak dan gas.
Sejak ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi ditegaskan bahwa 
Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber 
daya alam strategis yang terkandung di 
dalam wilayah hukum pertambangan 
Indonesia merupakan kekayaan nasional 
yang dikuasai negara. Penguasaan oleh 
negara tersebut diselenggarakan oleh 
pemerintah sebagai pemegang kuasa 
pertambangan. Sebagai sumber daya 
alam strategis, minyak dan gas bumi 
merupakan kekayaan nasional yang 
menduduki peranan penting sebagai 
sumber pembiayaan, sumber energi 
dan bahan bakar bagi pembangunan 
ekonomi negara.1 
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 
adalah bahan bakar minyak yang 
diperuntukkan kepada rakyat yang 
telah mengalami proses subsidi dan 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang 
berisi macam-macam subsidi yang 
diberikan pemerintah termasuk subsidi 
BBM. Dari total Anggaran Belanja 
sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak 
Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk 
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).2 
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha 
penyediaan dan pendistribusian BBM 
bersubsidi, sering terjadi kecurangan 
dalam usaha pendistribusian BBM di 
daerah-daerah, sehingga mengakibatkan 
perbedaan harga yang cukup tinggi 
antara BBM industri dengan BBM 
subsidi yang membuka peluang 
berbagai pihak untuk melakukan 
penyimpangan atau tanpa izin. Seperti 
halnya terdapat tindak pidana yang 
telah diputus oleh pengadilan Negeri 
Bale Bandung dengan Nomor Perkara: 
669/Pid.Sus/2014/ PN.Blb yang 
mana dalam peristiwa tersebut pelaku 
Cucu Sehabudin Bin Karyasa beserta 
teman-temannya di wilayah Kabupaten 
Bandung tepatnya di Jalan Adipatiukur 
Kampung Pasir Paros RT 06 RW 12, 
Kelurahan Baleendah, Kecamatan 
1 Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem 
Pengangkutan. Penerbit ITB, Bandung, 1990, 
hlm.12.
2 Robert Biersted, The Social Order, dimuat dalam 
http://repository.unila, di akses pada tanggal 25 
Oktober 2017, pukul 20.00 WIB.
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Baleendah, terbukti melakukan 
penyalahgunaan bahan bakar minyak 
jenis solar dengan cara membeli BBM 
jenis solar di SPBU yang kemudian 
ditampung oleh pelaku dengan tujuan 
untuk dijual kembali kepada industri 
untuk mencari keuntungan.
Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui, bahwa pelaku menyimpan 
3000 liter bahan bakar minyak jenis 
solar yang disimpan pada 1 (satu) unit 
truk tangki Nomor Register Polisi 
D 8427 YQ berisi 1000 (seribu) liter 
bahan bakar minyak jenis solar, 1 
(satu) unit kendaraan Kijang Nomor 
Register Polisi D 1451 ABJ didalamnya 
terdapat drum plastic berisi 1000 
(seribu) liter bahan bakar minya jenis, 
dan 1 (satu) unit kendaraan Daihatdu 
Zebra Nomo register Polisi D 1416 
DJ didalamnya terdapat drum plastik 
berisi bahan bakar minyak jenis solar 
sebanyak 1000 liter. Dari tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku Cucu Sehabudin 
Bin Karyasa beserta teman-temannya, 
maka majelis hakim memutuskan para 
pelaku telah terbukti melakukan tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin sebagaimana 
diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP).
Adapun mengenai bunyi ketentuan 
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001, menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang 
menyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau niaga bahan bakar minyak 
yang disubsidi Pemerintah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling tinggi 
Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh 
miliar rupiah).”
Selanjutnya untuk bunyi ketentuan 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menyatakan 
bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak 
pidana: mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan.”
Adapun unsur utama dari ketentuan 
pasal tersebut dalam kaitan dengan 
penyalahgunaan BBM adalah perbuatan 
mengangkut, menyimpan, dan menjual 
tanpa izin secara bersama-sama. Oleh 
karena itu, aparat penegak hukum 
memiliki tugas untuk menindak tegas 
dan menegakkan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan bahan 
bakar minyak yang disubsidi tanpa izin, 
khususnya hakim yang bertugas dalam 
menjatuhkan vonis pidana terhadap 
pelaku tindak pidana sesuai dengan 
perbuatan pidana serta kerugian akibat 
perbuatannya tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, penulis 
tertarik untuk melakukan pembahasan 
secara lebih mendalam mengenai 
penerapan ketentuan pasal tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin dalam sebuah 
penelitian yang berbentuk Skripsi 
dengan judul: “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pertimbangan Hukum 
Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara 
Nomor: 669/Pid.Sus/2014/PN.Blb 
Dihubungkan Dengan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 
Minyak dan Gas Bumi.” Dengan 
dilaksanakannya penelitian skripsi ini, 
diharapkan akan memberikan sebuah 
pengetahuan dan pemahaman berkaitan 
dengan penerapan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang tindak 
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pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin yang ideal dan 
mencerminkan keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian hukum.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hukum 
oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam Perkara Nomor: 669/
Pid.Sus/2014/PN.Blb?
2. Bagaimana penerapan hukum 
pidana terhadap tindak pidana 
pengangkutan, penyimpanan dan 
perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin berdasarkan 
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 




Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif, yaitu menguji dan 
mengkaji data sekunder. Berkenaan 
dengan pendekatan yuridis normatif  
yang digunakan, maka penelitian yang 
dilakukan melalui dua tahap yaitu studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan 
yang hanya bersifat penunjang, analisis 
data yang dipergunakan adalah analisis 
yuridis kualitatif, yaitu data yang 
diperoleh, baik berupa data sekunder 
dan data primer dianalisis dengan tanpa 
menggunakan rumusan statistik.
Analisis dan Pembahasan
A. Pertimbangan Hukum Oleh 
Hakim Dalam Menjatuhkan 
Putusan Dalam Perkara 
Nomor: 669/Pid.Sus/2014/ 
PN.Blb.
Pada prinsipnya pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai 
pertimbangan hukum yang menjadi 
dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik sebelum pertimbangan yuridis 
ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif  dari keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. 
Berkaitan dengan definisi 
pertimbangan hakim, Lilik Mulyadi 
berpendapat bahwa:
“Hakikat pada pertimbangan 
yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu 
delik, apakah perbuatan terdakwa 
tersebut memenuhi dan sesuai dengan 
delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum/dictum putusan hakim.”3  
Selanjutnya Rusli Muhammad 
mengemukakan bahwa pertimbangan 
hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
kategori, yakni:
“Pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah 
pertimbagngan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis 
yang terungkap dalam persidangan 
3 Muhamad Khalif Ardi, Penerapan Pidana Terhadap 
Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putu-
san No:1422/Pid/B/2014/PN.Bdg), Jurnal Ilmiah, 
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 
2016, hlm.4.
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dan oleh Undang-Undang ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan misalnya Dakwaan 
jaksa penuntut umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan pasal-pasal dalam 
peraturan hukum pidana. Sedangkan 
pertimbangan non-yuridis dapat 
dilihat dari latar belakang, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri 
terdakwa dan agama terdakwa.”4 
Fakta-fakta persidangan yang 
dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi 
tentang bagaimana tindak pidana 
itu dilakukan. Selain itu, dapat pula 
diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa 
dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam 
persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur 
delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum. Pertimbangan yuridis dari delik 
yang didakwakan juga harus menguasai 
aspek teoritik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan posisi kasus yang 
ditangani, barulah kemudian secara 
limitatif  ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur 
tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan 
hal-hal yang dapat meringankan atau 
hal-hal yang dapat memperberatkan 
terdakwa. Hal-hal yang memberatkan 
misalnya terdakwa sudah pernah 
4 Dosma Pandapotan, Penerapan Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan PN:587/
Pid.Sus/2014/PN.Stb), Skripsi Universitas Hasanud-
din Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Makas-
sar, 2015, hlm.39.
dipidana sebelumnya (recidivis), karena 
jabatannya, dan menggunakan bendera 
kebangsaan. Adapun hal-hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa 
belum dewasa, perihal percobaan dan 
pembatuan kejahatan.
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan 
bahwa hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Ketentuan 
ini dimaksudkan agar putusan hakim 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Jadi, hakim merupakan 
perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup di kalangan rakyat. Oleh 
karena itu, hakim harus terjun ke tengah-
tengah masyarakat untuk mengenal, 
merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini terdapat 
kecenderungan untuk senantiasa 
melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata hukum belaka, 
yang penuh dengan muatan normatif, 
diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas 
peradilan yang sifatnya sangat ideal dan 
normatif, yang dalam kenyataannya 
justru berbeda sama sekali dengan 
penggunaan kajian moral dan kajian 
ilmu hukum (nomatif). 
Adapun faktor-faktor yang harus 
dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap suatu perkara, antara lain:5 
a. Memperhatikan sumber hukum tak 
tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk 
5 Tirtaatmaja termuat dalam halaman website 
https://juandamauludakbar.wordpress.com yang 
diunduh pada tanggal 15 Desember 2017.
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dari terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan maupun hal-hal yang 
memberatkan terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya 
perdamaian, kesalahan, peranan 
korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan 
dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai 
hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia 
dalam pergaulan hidup. 
Selain harus memperhatikan 
sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Tirtaatmaja mengutarakan 
cara hakim dalam menentukan suatu 
hukuman kepada si terdakwa, yaitu 
“sebagai hakim ia harus berusaha untuk 
menetapkan hukuman, yang dirasakan 
oleh masyarakat dan oleh si terdakwa 
sebagai suatu hukuman yang setimpal 
dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, 
maka hakim harus memperhatikan:6 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu 
suatu pelanggaran pidana yang berat 
atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap 
pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu 
melakukan pelanggaran pidana 
itu (yang memberatkan dan 
meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang 
seorang penjahat yang telah 
berulang-ulang dihukum (recidivist) 
atau seorang penjahat untuk satu kali 
ini saja, atau apakah ia seorang yang 
masih muda ataupun muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan 
pelanggaran pidana. 
6 Ibid
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan 
perkara itu 
Kepentingan umum hukum pidana 
diadakan untuk melindungi kepentingan 
umum, yang dalam keadaan-keadaan 
tertentu menuntut suatu penghukuman 
berat terhadap pelanggaran pidana.
Berkaitan dengan kasus yang sedang 
diteliti oleh penulis, yakni kasus tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin sebagaimana 
telah diputus oleh Pengadilan Negeri 
Bale Bandung Nomor Perkara: 669/
Pid.Sus/2014/PN.Blb. Dalam putusan 
tersebut majelis hakim menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa: 1. CUCU 
SEHABUDIN bin KARYASA, 2. 
IJANG JUHANA bin A. SUTISNA, 
3. Aa SUGANDA BIN AHMAD, 
dengan pidana penjara masing-masing 
selama: 3 (tiga) bulan dan denda sebesar 
Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila 
denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan hukuman kurungan selama 
1 (satu) bulan. Karena telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah 
“bersama-sama melakukan perbuatan 
menyalahgunakan Pengangkutan dan/
atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang 
bersubsidi Pemerintah” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 55 Undang-undang 
nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP.
Adapun yang menjadi pertimbangan 
majelis hakim dalam menjatuhkan 
putusan tersebut, antara lain:
1. Penuntut Umum telah mendakwakan 
para terdakwa dengan dakwaan 
berbentuk alternatif, sehingga Majelis 
Hakim bebas memilih dakwaan mana 
yang lebih tepat diterapkan kepada 
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para terdakwa adalah Dakwaan 
Pertama yakni melanggar Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 
2. Para terdakwa semuanya telah 
melakukan perbuatan pelaksanaan 
sebagai orang yang turut melakukan, 
dalam arti bersama-sama melakukan 
penyalahgunaan pengangkutan dan/ 
atau Niaga Bahan Bakar Minyak 
yang bersubsidi Pemerintah. Majelis 
berkesimpulan bahwa perbuatan 
para terdakwa telah memenuhi 
semua unsur-unsur tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan 
Pertama yaitu Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) 
unit Truck tangki No. Pol. D-8427-
YQ yang bertuliskan PT. Indah 
Tiga Saudara yang berisikan BBM 
jenis solar 1 (satu) ton, kendaraan 
jenis kijang No. Pol. D-1451-ABJ 
yang berisikan BBM jenis solar 1 
(satu) ton, kendaraan jenis Daihatsu 
Zebra No. Pol. D-1416-BJ. yang 
berisikan BBM jenis solar 1 (satu) 
ton, pompa merk sanyo dan selang, 
semuanya digunakan dalam kegiatan 
pengangkutan dan/atau Niaga BBM 
jenis solar tersebut, maka dengan 
berpedoman pada Pasal 58 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001, maka 
semua barang bukti tersebut harus 
dirampas untuk Negara;
4. Sepanjang pemeriksaan perkara ini, 
Majelis tidak menemukan adanya 
alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf  pada diri para terdakwa yang 
dapat menghapuskan sifat melawan 
hukumnya dan menghapuskan 
kesalahan para terdakwa, sehingga 
oleh karena itu para terdakwa 
haruslah mempertanggung jawabkan 
perbuatannya dan dipidana setimpal 
dengan kesalahannya;
5. Penghukuman yang dijatuhkan 
Majelis Hakim selain bersifat 
represif, artinya para terdakwa 
sebagai orang melanggar hukum 
harus dijatuhi pidana sebagai 
orang melanggar hukum agar 
penegakkan hukum dapat tercapai, 
putusan ini juga bersifat edukatif  
yang artinya diharapkan kepada 
para terdakwa dapat memperbaiki 
dirinya dikemudian hari sehingga 
menjadi orang yang taat hukum dan 
bermanfaat dikemudian hari;
6. Oleh karena sebelum putusan ini 
para terdakwa pernah ditangkap 
dan ditahan, maka lamanya para 
terdakwa berada dalam masa 
penangkapan dan penahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan kepadanya;
7. Oleh karena lamanya pidana 
yang akan dijatuhkan kepada 
para terdakwa melebihi dari masa 
penahanan yang telah dijalani oleh 
para terdakwa, maka karena itu 
para terdakwa tetap berada didalam 
tahanan;
8. Oleh karena para terdakwa telah 
dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana, maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf  i 
jo. Pasal 222 KUHAP, para terdakwa 
haruslah dibebani untuk membayar 
biaya perkara yang besarnya 
sebagaimana ditentukan dalam amar 
putusan ini;
9. Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan para terdakwa tidak 
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mendukung program Pemerintah 
dalam mengelola tata Niaga BBM 
bersubsidi;
- Perbuatan para terdakwa 
berpotensi menimbulkan kerugian 
bagi masyarakat pengguna BBM 
bersubsidi;
10.Hal-hal yang meringankan :
- Para terdakwa belum pernah 
dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus 
terang perbuatannya, menyesali, 
dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatnnya;
Selanjutnya berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan Hakim di 
Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu 
SETIA RINA, SH.MH. (wawancara 
tanggal 10 Desember 2017) mengatakan 
bahwa:
“Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan pertama kita 
harus berpegang teguh kepada keadilan. 
Kedua dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa kita berdasar 
kepada fakta-fakta dan tingkat perkara, 
setelah itu mendengarkan keterangan 
saksi dan terdakwa barulah kita dapat 
menjatuhkan putusan.”
Berdasarkan pertimbangan hakim 
tersebut di atas, penulis berpendapat 
bahwa Hakim dalam pemeriksaan 
perkara pidana berusaha mencari 
dan membuktikan kebenaran materiil 
berdasarkan fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta berpegang 
teguh pada apa yang dirumuskan dalam 
Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang 
Pertama, yang menyimpulkan bahwa 
perbuatan para pelaku diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak Dan Gas Bumi.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana 
telah diuraikan jaksa di atas, maka penulis 
berpendapat bahwa pertimbangan 
hakim yang menggunakan dasar dari 
Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang 
Pertama, belumlah cukup dan tidak 
sesuai dengan fakta hukum yang ada, 
hal ini didasarkan pada pemeriksaan 
dalam persidangan, dimana alat bukti 
yang diajukan oleh Penuntut Umum 
termasuk diantaranya keterangan 
saksi, dan keterangan terdakwa yang 
membenarkan keterangan saksi atas 
perbuatan pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin. Dalam 
hal ini sebaiknya majelis hakim 
mempertimbangkan Surat Dakwaan 
Penuntut Umum Yang Kedua yang 
menyatakan perbuatan terdakwa 
diancam dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP Jo. Pasal 53 huruf  d Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang lebih 
tepat diterapkan untuk kasus tersebut 
karena mengenai izin usaha niaga, yang 
bunyinya sebagai berikut: 
Setiap orang yang melakukan : 
a. Pengolahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 yanpa 
izin usaha pengolahan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar) 
b. Pengangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha pengangkutan dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan denda 
paling tinggi 40.000.000.000,00 
(empat puluh miliar) 
c. Penyimpanan sebagaimana yang 
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dimaksud Pasal 23 tanpa izin 
usaha penyimpanan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga 
puluh miliar) 
d. Niaga sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha niaga dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00 (tiga puluh 
miliar).
Ketentuan tersebut harus diterapkan 
mengingat terdakwa dalam melakukan 
kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi 
tidak memiliki ijin dari Menteri yang 
berwenang. Adapun mengenai adanya 
Surat Rekomendasi Pembelian BBM 
Jenis Tertentu yang diketahui oleh Lurah 
Kelurahan Bale Endah dan Camat 
Kecamatan Bale Endah, secara yuridis 
tidaklah mempunyai kekuatan hukum 
(aspek legalitas). 
Berdasarkan Peraturan Badan 
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
(BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar 
Khusus Penugasan Pada Daerah yang 
Belum Terdapat Penyalur, memberikan 
kesempatan bagi pengusaha kecil untuk 
menjual BBM secara legal yakni sebagai 
Sub-penyalur. Adapun yang dimaksud 
dengan Sub-penyalur sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan 
BPH Migas No. 6 Tahun 2015, adalah 
perwakilan dari sekelompok konsumen 
pengguna jenis BBM tertentu dan/
atau jenis BBM khusus penugasan di 
daerah yang tidak terdapat penyalur 
dan menyalurkan BBM hanya khusus 
kepada anggotanya dengan kriteria 
yang ditetapkan dalam peraturan ini 
hanya dimana wilayah operasinya 
berada. Adapun syarat untuk menjadi 
Sub Penyalur adalah sebagai berikut:
a. Anggota dan/atau perwakilan 
masyarakat yang akan menjadi Sub 
Penyalur memiliki kegiatan usaha 
berupa Usaha Dagang dan/atau 
unit usaha yang dikelola oleh Badan 
Usaha Milik Desa;
b. Lokasi pendirian sub penyalur 
memenuhi standar Keselamatan 
Kerja dan Lindungan Lingkungan 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;
c. Memiliki sarana penyimpanan 
dengan kapasitas paling banyak 3.000 
liter dan memenuhi persyaratan teknis 
keselamatan kerja sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
d. Memiliki atau menguasai alat angkut 
BBM yang memenuhi standar 
pengangkutan BBM sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
e. Memiliki peralatan penyaluran yang 
memenuhi persyaratan teknis dan 
keselamatan kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah 
Daerah setempat untuk dibangun 
fasilitas Sub Penyalur;
g. Lokasi yang akan dibangun sarana 
Sub Penyalur secara umum berjarak 
minimal 5 (lima) km dari lokasi 
Penyalur berupa Agen Penyalur 
Minyak Solar (APMS) terdekat 
atau 10 km dari Penyalur berupa 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU) terdekat atau atas 
pertimbangan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan;
h. Memiliki data konsumen pengguna 
yang kebutuhannya telah diverifikasi 
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oleh Pemerintah Daerah setempat.
Dengan mempertimbangkan adanya 
ketentuan teknis tersebut di atas, 
maka kiranya, majelis hakim harus 
mempertimbangkan penggunaan 
Pasal 53 huruf  d Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001. Tujuannya 
agar setiap perbuatan pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan bahan 
bakar minyak yang disubsidi tanpa izin 
usaha niaga dapat diberikan penjeraan 
termasuk penjualan BBM eceran yang 
ada di masyarakat. Adapun apabila 
memperhatikan ketentuan Pasal 55 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, 
yang berbunyi: 
Setiap orang yang 
meyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau niaga bahan bakar minyak 
yang disubsidi pemerintah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling tinggi 
Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh 
miliar). 
Ketentuan tersebut, menurut penulis 
dirasa masih belum mengakomodir 
setiap perbuatan para pelaku, dalam hal 
ini berkaitan dengan izin usaha niaga. 
Seharusnya pertimbangan hukum dalam 
menjatuhkan putusan tersebut, pertama 
hakim melihat pada dasarnya Undang-
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi. Selain itu 
dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 30 tahun 2009 tentang Kegiatan 
Usaha Hilir dan Gas Bumi jo Peraturan 
BPH Migas No. 6 Tahun 2015 dan juga 
di lihat dari niat pelaku melakukan 
perbuatan tersebut, setelah itu barulah 
si terdakwa dijatuhkan hukuman.
Hakim juga mempunyai kebebasan 
dan kekuasaan dalam menjatuhkan 
hukuman bagi seorang terdakwa yakni 
berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum bahkan lebih dari apa yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum 
sendiri. Tetapi walaupun demikian, 
Hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus benar-benar mempertimbangkan 
segala aspek termasuk bahwa 
pemidanaan itu mempunyai efek 
psikologi (efek jera bagi para pelakunya).
B. Penerapan Hukum Pidana 
Terhadap Tindak Pidana 
Pengangkutan, Penyimpanan 
dan Perniagaan Bahan Bakar 
Minyak Yang Disubsidi 
Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 
55 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi
Penegakan hukum pidana 
merupakan suatu upaya yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
dalam melaksanakan tugas pokok 
serta fungsinya dalam sistem peradilan 
pidana. Penegakan hukum pidana 
menurut Barda Nawawi Arief  dalam 
Heni Siswanto adalah keseluruhan 
kegiatan dari para pelaksana penegak 
hukum ke arah tegaknya hukum, 
keadilan dan perlindungan terhadap 
harkat dan martabat manusia, 
ketertiban, ketentraman dan kepastian 
hukum sesuai dengan UUD 1945.7 
Proses penegakan hukum pidana 
dalam penanggulangan kejahatan sangat 
penting eksistensinya, aspek ini tersirat 
dalam Seminar Krimonologi ke-3 tahun 
1976 yang menyebutkan bahwa: 
“Hukum pidana hendaknya 
7 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hu-
kum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan 
Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013
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dipertahankan sebagai salah satu 
sarana untuk social defence dalam 
arti melindungi masyarakat dari 
kejahatan dengan memulihkan 
kembali si pembuat tanpa 
mengurangi keseimbangan 
kepentingan masyarakat.”8 
Penegakan hukum sebagai 
upaya atau proses tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum 
secara nyata sebagai pedoman pelaku 
dalam hubungan hukum kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Istilah 
penegakan hukum menurut Andi 
Hamzah sering disalah artikan seakan-
akan hanya bergerak di bidang hukum 
pidana saja atau hanya di bidang 
represif. Istilah penegakan hukum disini 
meliputi baik yang represif  maupun 
preventif.
Penegakan hukum menurut Barda 
Nawawi Arief  harus dikaitkan dengan 
4 (empat) aspek dari perlindungan 
masyarakat yaitu:9 
1. Masyarakat memerlukan 
perlindungan terhadap perbuatan 
yang merugikan dan membahayakan 
masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan 
perlindungan terhadap sifat 
berbahayanya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan 
perlindungan terhadap 
penyalahgunaan sanksi dari penegak 
hukum maupun dari masyrakat pada 
umumnya.
4. Masyarakat memerlukan 
perlindungan terhadap keseimbangan 
dan nilai yang terganggu akibat 
adanya kejahatan.
8 Lilik Mulyadi, Hukum Pidana, Krimonologi & Victi-
mologi, Djmabatan, Jakarta, 2004, hlm. 30
9 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemida-
naan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 37
Sudarto memberi arti pada 
penegakan hukum adalah perhatian dan 
penggarapan perbuatan-perbuatan yang 
melawan hukum yang sungguh-sungguh 
terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan 
melawan hukum yang mungkin terjadi 
(onrecht in potentie). Sebagai suatu proses 
yang bersifat sistemik, maka penegakan 
hukum pidana menampakkan diri 
sebagai penerapan hukum pidana yang 
melibatkan berbagai sub sistem struktural 
berupa aparat kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan pemasyarakatan serta 
termasuk didalamnya yaitu penasehat 
hukum.
Istilah penegakan hukum menurut 
Andi Hamzah sering disalah artikan 
seakan-akan hanya bergerak di bidang 
hukum pidana saja atau hanya di bidang 
represif. Istilah penegakan hukum disini 
meliputi baik yang represif  maupun 
preventif. Penegakan hukum sebagai 
upaya atau proses tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum 
secara nyata sebagai pedoman pelaku 
dalam hubungan hukum kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum secara konkret 
dapat diartikan sebagai berlakunya 
hukum positif  dalam praktik 
sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. 
Oleh karena itu, memberikan keadilan 
dalam suatu perkara berarti memutuskan 
hukum secara nyata dan konkrit dengan 
menggunakan cara prosedural yang 
ditetapkan oleh hukum formal.
Hukum tidak lebih hanya ide-ide 
atau konsep yang mencerminkan di 
dalamnya apa yang disebut keadilan, 
ketertiban dan kepastian hukum yang 
dituangkan dalam bentuk peraturan 
perundangan dengan maksud mencapai 
tujuan tertentu. Penegakan hukum 
pada hakikatnya merupakan penegakan 
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ide-ide dan konsep-konsep menjadi 
kenyataan.
Penegakan hukum pidana dalam 
sistem peradilan pidana pada prinsipnya 
berorientasi kepada aspek-aspek :
1. Mencegah masyarakat menjadi 
korban kejahatan
2. Dapat menyelesaikan kasus 
kejahatan yang terjadi sehingga 
masyarakat puas bahwa keadilan 
telah ditegakkan dan yang bersalah 
telah dipidana
3. Sebagai terapi prevensi agar pelaku 
tindak pidana tidak mengulangi 
kejahatannya
Faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto antara lain faktor hukum itu 
sendiri dan faktor masyarakat yaitu:10
1. Faktor Hukum
 Praktik penyelenggaran hukum 
di lapangan ada kala terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum 
dan keadilan, hal ini disebabkan 
oleh konsepsi keadilan merupakan 
suatu rumusan yang bersifat abstrak, 
sedangkan kepastian hukum 
merupakan suatu prosedur yang 
telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Masyarakat
 Penegak hukum berasal dari 
masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam 
masyarakat. Adanya derajat 
kepatuhan hukum masyarakat 
terhadap hukum, merupakan salah 
satu indikator berfungsinya hukum.
Penegakan hukum pidana dalam 
konteks pemidanaan menurut Muladi 
10 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempen-
garuhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm 42.
dan Barda Nawawi Arief  bertujuan:11 
1. Mencegah dilakukannya tindak 
pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman 
masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap 
terpidana sehingga mampu untuk 
hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan 
mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana.
Pada dasarnya pembentukan BBM 
berasal dari pengolahan minyak bumi. 
Minyak bumi ini berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi adalah hasil 
proses alami berupa hidrokarbon yang 
dalam kondisi tekanan dan tempratur 
atmosfer berupa fase cair atau padat, 
termasuk aspal, lilin mineral atau 
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh 
dari hasil penambangan, tetapi tidak 
termasuk batu bara atau endapan 
hidrokarbon lain yang berbentuk padat 
yang diperoleh dari kegiatan yang 
tidak berkaitan dengan kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi. 
Undang-undang Dasar 1945 
dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 
menegaskan bahwa cabang-cabang 
produksi yang penting bagi Negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh Negara. Demikian pula 
bumi air yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat. 
Mengingat BBM yang penguasannya 
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan 
Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010. hlm 24.
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dikuasai oleh Negara merupakan 
sumber daya alam yang strategis dan 
merupakan komoditas vital yang 
memegang peranan penting dalam 
penyediaan bahan baku industri, 
pemenuhan kebutuhan energi di dalam 
negeri, dan penghasil devisa Negara 
yang penting, maka pengelolaannya 
dilakukan seoptimal mungkin agar dapat 
dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. 
Berdasarkan ketentuan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, pengertian 
BBM adalah: “Bahan Bakar yang 
berasal dan/atau diolah dari minyak 
bumi” Pengertian yang sama pula 
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran 
Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha 
Penyediaan Dan Pendistribusian 
BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa: “Bahan Bakar yang 
berasal dan/atau diolah dari minyak 
bumi” Dari uraian di atas Nampak 
jelas bahwa pengelolaan sumber daya 
alam yang salah satunya adalah BBM, 
pengelolaannya dikuasai sepenuhnya 
oleh Negara yang merupakan wujud 
dari pola pembangunan kesejahteraan 
yang merata. 
Aspek hukum yang menjadi dasar 
terhadap tindak pidana pengangkutan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang bersubsidi, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 
Dalam rangka memenuhi 
ketentuan Undang-Undang Dasar 
1945 tersebut, setelahempat 
dasawarsa sejak diberlakukannya 
Undang- Undang Nomor 4 Prp. 
Tahun 1960 tentang Pertambangan 
Minyak dan Gas Bumi dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1971 
tentang Perusahaan Pertambangan 
Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam 
pelaksanaannya ditemukan berbagai 
kendala karena substansi materi 
Undang-Undang tersebut tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan sekarang 
maupun kebutuhan masa depan. 
Dalam menghadapi kebutuhan 
dan tantangan global pada masa yang 
akan datang, kegiatan usaha Minyak 
dan Gas Bumi dituntut untuk lebih 
mampu mendukung kesinambungan 
pembangunan nasional dalam 
rangka peningkatan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di 
atas perlu disusun suatu Undang-
Undang tentang Minyak dan Gas 
Bumi untuk memberikan landasan 
hukum bagi langkah-langkah 
pembaruan dan penataan kembali 
kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi agar kegiatan penjualan bahan 
bakar minyak yang bersubsidi yang 
dapat terlindungi dari suatu bentuk 
tindak pidana. Penyusunan undang-
undang ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Terlaksananya dan terkendalinya 
Minyak dan Gas Bumi sebagai 
sumber daya pembangunan yang 
bersifat strategis dan vital 
b. Mendukung dan 
m e n u m b u h k e m b a n g k a n 
kemampuan nasional untuk lebih 
mampu bersaing 
c. Meningkatnya pendapatan 
Negara dan memberikan 
kontribusi yang sebesar-besarnya 
bagi perekonomian nasional, 
mengembangkan dan memperkuat 
industri dan perdagangan 
Indonesia 
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d. Menciptakan lapangan kerja, 
memperbaiki lingkungan, 
meningkatnya kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat 
Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan 
Gas Bumi sebagai implementasi dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1971, Undang-Undang Nomor 44 
Prp. Tahun 1960, memuat substansi 
pokok mengenai ketentuan bahwa 
Minyak dan Gas Bumi sebagai 
sumber daya alam strategis yang 
terkandung di dalam wilayah hukum 
pertambangan Indonesia merupakan 
kekayaan nasional yang dikuasai oleh 
Negara, dan penyelenggaraannya 
dilakukan oleh Pemerintah sebagai 
pemegang kuasa pertambangan pada 
kegiatan usaha hulu. Sedangkan 
kegiatan usaha hilir dilaksanakan 
setelah mendapat izin usaha dari 
pemerintah. 
Kegiatan penjualan BBM yang 
bersubsidi sangat berpengaruh 
terhadap pembangunan nasional 
dikarenakan penjualan yang tidak 
melalui prosedur itu tentunya 
dapat merugikan dan mengurangi 
penghasilan Negara lewat pajak. 
Ketentuan yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan 
tersebut juga memuat sejumlah 
ketentuan pidana yang mengatur 
secara khusus mengenai ketentuan 
pidana, ketentuan tersebut 
merupakan wujud dari pelanggaran 
pidana yang dilakukan terhadap 
pelanggaran yang bergerak dibidang 
pengolahan Minyak dan Gas Bumi 
dan penjualan BBM yang bersubsidi, 
yang mana pengaturannya diatur 
dalam BAB IX, Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi. 
2. Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) 
Setelah lahirnya orde baru, 
terbukalah kesempatan yang lapang 
untuk membangun disegala segi 
kehidupan. Tidak ketinggalan pula 
pembangunan dibidang hukum, 
puluhan undang-undang telah 
diciptakan, terutama merupakan 
pengganti peraturan warisan kolonial. 
Suatu undang-undang hukum acara 
pidana nasional yang modern sudah 
lama didambakan semua orang. 
Dikehendaki suatu acara pidana 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
hukum masyarakat dewasa ini yang 
sesuai dan selaras dengan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Sebagaimana yang telah 
dikemukakan dimuka, Indlands 
Reglement kemudian menjadi HIR 
itu tidak terlepas pula daripada 
usaha belanda membenahi peraturan 
hukumnya setelah terlepas dari 
kekuasaan Perancis. Indlands 
Reglement yang lahir pada Tanggal 1 
Mei 1984 itu merupakan penerusan 
dari paket perundang-undangan 
Belanda tahun 1983.Pada masa 
itu golongan legis, yaitu golongan 
yang memandang segala bentuk 
hukum seharusnya dalam bentuk 
Undang-Undang, berdasarkan 
asas konkordansi, maka paket 
Perundang-Undangan baru itu 
hendak diberlakukan di Indonesia. 
Rancangan Undang-Undang hukum 
acara pidana disahkan oleh sidang 
paripurna DPR pada tanggal 23 
september 1981, kemudian president 
mensahkannya menjadi undang-
undang pada tanggal 21 desember 
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1981 dengan nama KitabUndang-
Undang Hukum Acara Pidana 
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981, LN 1981 Nomor 8 tahun 76, 
TLN Nomor 3209) 
KUHAP membedakan pengertian 
istilah tersangka dan terdakwa. Hal 
itu dituangkan dalam Pasal 1 butir 14 
dan 15 sebagai berikut: 
“Tersangka adalah orang 
yang karena perbuatannya atau 
keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana” (Butir 14). 
“Terdakwa adalah seorang 
tersangka yang dituntut, diperiksa 
dan diadili di sidang pengadilan” 
(Butir 15). 
Wetboek Van Strafvordering 
Belanda tidak membedakan istilah 
tersangka dan terdakwa (tidak lagi 
memakai dua istilah beklaagde dan 
verdacht) tetapi hanya memakai suatu 
isitilah untuk kedua macam istilah 
itu. Yaitu istilah verdacht sebelum 
penuntutan dan sesudah penuntutan.
Pengertian verdacht sebelum parallel 
dengan pengertian tersangka dalam 
KUHAP kita. Sedangkan pengertian 
verdacht sesudah penuntutan parallel 
dengan pengertian terdakwa seperti 
tersebut pada butir 15 di atas. Paralel 
yang dimaksudkan di sini adalah 
apakah bentuk suatu tersangka 
dan terdakwa sejalan dengan suatu 
bentuk tuntutannya. 
3. Peraturan Pemerintah
Dari 2 (dua) aspek ketentuan 
hukum yang telah di uraikan di 
atas pengaturannya dilengkapi 
sejumlah peraturan pemerintah 
yang mendukung terealisasinya 
pelaksanaan undang-undang. 
Nampak jelas pengaturan tindak 
pidana dalam penjualan bahan 
bakar minyak bersubsidi juga 
didukung dengan sejumlah peraturan 
pemerintah yang pada intinya juga 
menekankan terhadap perlindungan 
dalam bidang pengolahan, 
pengangkutan dan perlindungan 
Minyak dan Gas Bumi. 
Adapun Peraturan Pemerintah 
yang mengatur tentang Minyak dan 
Gas Bumi adalah sebagai berikut: 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2002 tentang Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 
35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 
34 Tahun 2005 tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi, sebagai perubahan terhadap 
PP Nomor 35 Tahun 2004;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 
1 Tahun 2006 tentang Besaran 
Dan Penggunaan Iuran Badan 
Usaha Dalam Kegiatan Usaha 
Penyediaan Dan Pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak dan 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui 
Pipa.
Dalam rangka memberikan 
landasan hukum bagi langkah-langkah 
pembaharuan dan penataan kembali 
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi 
yang ditetapkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi menegaskan bahwa 
Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber 
daya alam yang strategis merupakan 
kekayaan Nasional yang dikuasai oleh 
Negara. Dalam ketentuan Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, terdapat 
sejumlah pasal yang mengatur tentang 
bentuk tindak pidana. 
Adapun bentuk tindak pidana yang 
dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut:
1. Melakukan survey umum yang tanpa 
izin dari pemerintah. Yang dimaksud 
dengan survei umum adalah 
“Kegiatan lapangan yang meliputi 
pengumpulan, analisis dan penyajian 
data yang memperkirakan letak dan 
potensi sumber daya Minyak dan 
Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 
1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001). 
2. Mengirim atau menyerahkan atau 
memindahtangankan data milik 
Negara tanpa izin dari pejabat 
yang berwenang yang dikuasai oleh 
pemerintah. 
3. Melakukan eksplorasi dan / atau 
eksploitasi tanpa melalui kontak 
kerjasama dari pihak pemerintah. 
4. Dalam hal melakukan pengolahan 
dalam usaha minyak bumi tanpa izin 
dari pemerintah (Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001) 
5. Dalam hal melakukan pengangkutan 
tanpa disertai izin dari pihak 
pemerintah (Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001) 
6. Dalam hal melakukan penyimpanan 
tanpa disertai izin dari pihak 
pemerintah (Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001). 
7. Dalam hal niaga, tanpa disertai 
izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001) 
8. Meniru atau memalsukan Bahan 
Bakar Minyak dan Gas Bumi yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 
9. Menyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau niaga bahan bakar minyak 
yang disubsidi pemerintah. (Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001) 
Dari beberapa bentuk tindak pidana 
yang dikemukakan di atas, pembagian 
pengaturannya juga berdasarkan 
KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, 
yaitu kejahatan dan pelanggaran. 
Pada dasarnya bentuk tindak pidana 
pada uraian di atas juga telah diatur 
dalam KUHP, misalnya mengirim atau 
menyerahkan atau memindahtangankan 
data milik Negara yang di dalam KUHP 
termasuk membuka rahasia yang 
diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini 
melakukan penyimpanan tanpa disertai 
izin dari pihak pemerintah yang didalam 
KUHP termasuk perbuatan curang yang 
diatur dalam BAB XXV. 
Dalam dunia hukum perkataan 
orang (person) berarti pembawa hak, 
yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan 
kewajiban dan disebut subyek hukum. 
Dewasa ini subyek hukum terdiri dari: 
1. Manusia (Naturlijke Persoon) 
 Sekarang boleh dikatakan tiap 
manusia baik warga Negara ataupun 
orang asing dengan tidak memandang 
agama atau kebudayaannya adalah 
subyek hukum, sebagai pembawa 
hak, manusia mempunyai hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban untuk 
melakukan sesuatu tindakan hukum.
  Berlakunya manusia sebagai 
pembawa hak, mulai dari saat ia 
dilahirkan dan berakhir pada saat 
ia meninggal dunia, malah seorang 
anak yang masih berada dalam 
kandungan ibunya dapat dianggap 
sebagai pembawa hak (dianggap 
telah lahir) jika kepentingannya 
memerlukannya (untuk menjadi 
ahli waris). Walaupun menurut 
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hukum, setiap orang tiada terkecuali 
dapat memiliki hak-hak akan tetapi 
dalam hukum tidaklah semua orang 
diperbolehkan bertindak sendiri di 
dalam melaksanakan hak-haknya itu. 
2. Badan Hukum (Recht persoon) 
 Badan hukum sebagai pembawa 
hak yang tak berjiwa, dapat 
melakukan sebagai pembawa hak 
manusia, misalnya: dapat memiliki 
persetujuan-persetujuan, memiliki 
kekayaan yang sama sekali terlepas 
dari kekayaan anggota-anggotanya. 
Bedanya dengan manusia ialah, 
bahwa badan hukum itu tidak dapat 
melakukan perkawinan, tak dapat 
dihukum penjara (kecuali hukum 
denda). 
  Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang menjadi 
subyek adalah orang dan badan 
usaha. Hal ini dapat terlihat dalam 
BAB XI mengenai ketentuan pidana.
Secara yuridis mengenai tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin diatur dalam 
Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 
dan Gas Bumi.
Dalam kegiatan pengolahan, 
pengangkutan dan penyimpanan BBM 
yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, 
diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi, yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan: 
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 tanpa izin usaha 
pengolahan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lama) 
tahun dan denda paling tinggi Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar); 
b. Pengangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha pengangkutan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat 
puluh miliar) 
c. Penyimpanan sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha 
penyimpanan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) 
d. Niaga sebagaimana yang dimaksud 
Pasal 23 tanpa izin usaha niaga 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 
(tiga puluh miliar.”
Sedangkan ketentuan mengenai 
penyalahgunaan pengangkutan dan 
niaga diatur dalam Pasal 55 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001, yang 
berbunyi:
“Setiap orang yang 
meyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau niaga bahan bakar minyak 
yang disubsidi pemerintah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling tinggi 
Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh 
miliar).”
Kegiatan perniagaan dalam bidang 
pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
tidak serta merta menjadi suatu 
bentuk tindak pidana asalkan kegiatan 
tersebut mendapat izin dari pihak yang 
berwenang.
Dalam pembahasan ini, penulis 
akan lebih dalam menjelaskan 
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mengenai penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan bahan 
bakar minyak yang disubsidi tanpa izin 
berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001, khususnya 
dalam Putusan Pengadilan Perkara 
Nomor: 669/Pid.Sus/2014/PN.Blb.
Dalam menjatuhkan putusannya 
terhadap para terdakwa, majelis hakim 
berpegang pada Surat Dakwaan 
Penuntut Umum Yang Pertama, yang 
menyimpulkan bahwa perbuatan para 
pelaku diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas 
Bumi, yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut:
1) Setiap orang;
2) Menyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak 
yang disubsidi Pemerintah;
3) Yang melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta 
melakukan.
Surat Dakwaan adalah dasar atau 
landasan pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan sedangkan surat 
tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu 
tindak pidana. Pada hakikatnya seorang 
Jaksa Penuntut Umum harus membuat 
surat dakwaan dan surat tuntutan yang 
membuat pelaku/terdakwa suatu tindak 
pidana tidak dapat lolos dari jerat 
hukum. Hakim dalam memeriksa suatu 
perkara tidak boleh menyimpang dari 
apa yang dirumuskan di dalam Surat 
Dakwaan. Seorang terdakwa hanya 
dapat dijatuhi hukuman karena telah 
dibuktikan dalam persidangan bahwa ia 
telah melakukan tindak pidana seperti 
apa disebutkan atau yang dinyatakan 
jaksa dalam surat dakwaan.
Adapun mengenai penerapan 
penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan bahan 
bakar minyak yang disubsidi tanpa izin 
berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 dalam Putusan 
Pengadilan Perkara Nomor: 669/Pid.
Sus/2014/PN.Blb, antara lain:
1. Unsur Setiap orang 
 Unsur setiap orang mengandung 
pengertian adanya orang yang 
merupakan subyek hukum pelaku 
tindak pidana dan atas tindak 
pidana yang dilakukannya orang 
tersebut secara jasmani maupun 
rohani mampu untuk bertanggung 
jawab. Dalam hal ini yang dimaksud 
dengan setiap orang adalah mengacu 
kepada siapa saja harus dijadikan 
terdakwa/ dader atau setiap orang 
sebagai subyek hukum sebagai 
pendukung hak dan kewajiban 
yang dapat diminta pertanggung 
jawaban dalam setiap tindakannya. 
Dalam perkara ini Penuntut Umum 
telah mendakwakan 1. CUCU 
SEHABUDIN bin KARYASA, 2. 
IJANG JUHANA bin A. SUTISNA, 
3. Aa. SUGANDA bin AHMAD.
2. Unsur menyalahgunakan 
pengangkutan dan/atau niaga 
bahan bakar minyak yang disubsidi 
Pemerintah
 Menurut Pasal 1 angka 12 Undang- 
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud 
dengan Pengangkutan Bahan Bakar 
Minyak adalah kegiatan pemindahan 
Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau 
hasil olahannya dari wilayah kerja 
atau dari tempat penampungan dan 
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pengolahan, termasuk pengangkutan 
Gas Bumi melalui pipa transmisi 
dan distribusi; Selanjutnya dalam 
Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa 
Niaga adalah kegiatan pembelian, 
penjualan, ekspor, impor Minyak 
Bumi dan/atau hasil olahannya, 
termasuk Niaga Gas Bumi melalui 
pipa;
 Pengangkutan dan/atau Niaga BBM 
termasuk dalam kegiatan usaha hilir 
yang menurut Pasal 23 Undang-
Undang No.22 Tahun 2001 hanya 
dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha 
yang telah memperoleh izin usaha 
dari Pemerintah. Yang dimaksud 
dengan Bahan Bakar Minyak 
bersubsidi adalah jenis BBM tertentu 
per liter adalah pengeluaran negara 
yang dihitung dari selisih kurang 
antara harga jual eceran per liter jenis 
BBM tertentu setelah dikurangi pajak 
dengan harga patokan per liter jenis 
BBM tertentu, antara lain Bensin, 
Minyak Solar, Minyak Tanah dan/
atau Bahan Bakar minyak jenis 
lain. (Vide PP No.36 Tahun 2004 jo 
Perpres No.71 Tahun 2005).
 Fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan terbukti bahwa 
terdakwa CUCU SEHABUDIN 
telah menyuruh terdakwa IJANG 
JUHANA dan Aa SUGANDA 
membeli BBM jenis solar di SPBU 
Cikarees Bojongsoang sebanyak 
1.000. (seribu) liter dengan harga per 
liter Rp.5.500.- (lima ribu lima ratus 
rupiah) dan selanjutnya BBM jenis 
solar tersebut dibawa ke pangkalan 
tangki di Jalan Adipati Ukur Kp. 
Pasir Paros Rt.06/12 Kelurahan Bale 
Endah dan pembayaran dilakukan 
oleh terdakwa Cucu Sehabudin, 
Setiap pembelian BBM jenis solar oleh 
terdakwa IJANG JUHANA dan Aa 
SUGANDA mendapat upah sebesar 
Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 
sekali pembelian dari terdakwa Cucu 
Sehabudin. Bahwa BBM jenis solar 
sebanyak 1000. (seribu) liter tersebut 
dipompa atau di isi ke mobil Tangki 
milik PT. Indah Tiga Saudara yang 
akan dijual kembali ke industri 
secara resmi dengan menggunakan 
Ekspedisi Angkutan Solar Industri 
milik PT. Indah Tiga Saudara 
dengan harga Rp.6.500.- (enam ribu 
lima ratus rupiah) per liter. Baik 
saksi Warku Adi Wijaya selaku 
sopir tangki PT. Indah Tiga Saudara 
dan saksi Ahmad Sarip Iskandar 
selaku pemilik mobil tangki serta 
saksi Wawan Setiawan, saksi Yogas 
Praska Kapteina, S.iK, dan saksi 
Rinto Sandro Manullang maupun 
para terdakwa telah mengetahui 
bahwa BBM jenis solar yang di jual 
SPBU Cikarees Bojongsoang adalah 
termasuk jenis BBM tertentu yang 
di subsidi oleh Pemerintah yang 
diperuntukkan bagi masyarakat pada 
umumnya. Perbuatan para terdakwa 
dan saksi Warku Adi Wijaya selaku 
sopir mobil tangki PT. Indah Tiga 
Saudara memperjual belikan BBM 
bersubsidi jenis solar tersebut tanpa 
dilengkapi Surat Izin Pengangkutan 
maupun Niaga.
3. Unsur yang melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta 
melakukan
Pada dasarnya ketentuan Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 
merupakan ruang lingkup ajaran 
“deelneming”. Bahwa bertitik tolak 
dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP maka yang diklasifikasikan 
93Nomor 1 Volume 1 Oktober 2018
Pemuliaan Hukum
sebagai pelaku (dader) adalah mereka 
yang melakukan suatu perbuatan 
pidana (plegen), mereka yang 
menyuruh orang lain melakukan 
suatu perbuatan pidana (doenplegen), 
mereka yang turut serta (bersama-
sama) melakukan suatu perbuatan 
pidana (medeplegen) dan mereka 
yang dengan sengaja mengganjurkan 
(menggerakkan) orang lain untuk 
melakukan perbuatan pidana 
(uitloking).
Dari fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan, terbukti terdakwa 
IJANG JUHANA dan terdakwa 
Aa SUGANDA  telah  disuruh oleh 
terdakwa I CUCU SEHABUDIN 
untuk membeli BBM jenis solar di 
SPBU Cikarees Bojongsoang dengan 
harga per liter Rp.5.500.- (lima ribu 
lima ratus rupiah) sebanyak  1000 
(seribu) liter dan pembayarannya 
dilakukan oleh  terdakwa  Cucu 
Sehabudin kepada SPBU Cikarees 
Bojongsoang;
Dari penjelasan mengenai unsur-
unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP di atas, maka dalam hal ini 
penulis berpendapat bahwa penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana 
pengangkutan, penyimpanan dan 
perniagaan bahan bakar minyak yang 
disubsidi tanpa izin dalam Putusan 
Pengadilan Perkara Nomor: 669/Pid.
Sus/2014/PN.Blb dengan didasari 
oleh fakta-fakta persidangan yang telah 
diungkapkan, majelis hakim tidak tepat 
menerapkan ketentuan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan bahan 
bakar minyak yang disubsidi tanpa izin 
berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP. Hal tersebut didasarkan 
pada kenyataannya perbuatan para 
terdakwa yang memperjual belikan BBM 
bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi 
Surat Izin Pengangkutan maupun 
Surat Izin Usaha Niaga sebagaimana 
disyaratkan oleh Peraturan Badan 
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
(BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar 
Khusus Penugasan Pada Daerah yang 
Belum Terdapat Penyalur.
Penerapan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 hanya digunakan 
terhadap perbuatan setiap orang yang 
menyalahgunakan Pengangkutan 
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak 
yang disubsidi Pemerintah. Ketentuan 
tersebut menurut penulis belumlah 
mengakomodir perbuatan para 
terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam 
Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 
669/Pid.Sus/2014/PN.Blb yang 
memperjualbelikan BBM bersubsidi 
jenis solar tanpa dilengkap Surat Izin 
Pengangkutan maupun Surat Izin 
Usaha Niaga.
Adapun menurut penulis penerapan 
hukum pidana terhadap tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin, lebih tepat 
digunakan Pasal 53 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001, karena dalam 
ketentuan tersebut dijelaskan secara 
rinci mengenai perbuatan pengangkutan 
dan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga. 
Dengan demikian terhadap perkara 
sebagaimana dijelaskan dalam Putusan 
Pengadilan Perkara Nomor: 669/
Pid.Sus/2014/PN.Blb., maka Majelis 
Hakim dengan berdasarkan fakta-
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fakta yang ada di persidangan, secara 
yuridis dapat menggunakan ketentuan 
Pasal 53 jo Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP untuk menjerat para 
pelaku yang melakukan tindak pidana 
pengangkutan, penyimpanan dan 
perniagaan bahan bakar minyak yang 
disubsidi tanpa izin.
Kesimpulan
1. Pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan Perkara 
Nomor: 669/Pid.Sus/2014/PN.Blb, 
dengan didukung berdasarkan 
fakta-fakta persidangan yang telah 
diungkapkan, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa para terdakwa 
melanggar ketentuan Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
tentang tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan 
bahan bakar minyak yang disubsidi 
tanpa izin. Dari pertimbangan 
hukum tersebut, menurut penulis 
majelis hakim seharusnya 
mempertimbangkan ketantuan Pasal 
53 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001, karena dalam ketentuan 
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001, tidak mengatur secara 
tegas mengenai pelanggaran Izin 
Pengangkutan maupun Izin Usaha 
Niaga. Hal tersebut didasarkan 
pada kenyataannya perbuatan para 
terdakwa yang memperjual belikan 
BBM bersubsidi jenis solar tanpa 
dilengkap Surat Izin Pengangkutan 
maupun Surat Izin Usaha Niaga 
sebagaimana disyaratkan oleh 
Peraturan Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (BPH 
Migas) Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Penyaluran Jenis Bahan 
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis 
Bahan Bakar Khusus Penugasan 
Pada Daerah yang Belum Terdapat 
Penyalur.
2. Penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan bahan 
bakar minyak yang disubsidi tanpa 
izin, lebih tepat digunakan Pasal 53 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001, karena dalam ketentuan 
tersebut dijelaskan secara rinci 
mengenai perbuatan pengangkutan 
dan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga. 
Dengan demikian terhadap perkara 
sebagaimana dijelaskan dalam 
Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 
669/Pid.Sus/2014/PN.Blb., maka 
Majelis Hakim dengan berdasarkan 
fakta-fakta yang ada di persidangan, 
secara yuridis dapat menggunakan 
ketentuan Pasal 53 jo Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP untuk menjerat para pelaku 
yang melakukan tindak pidana 
pengangkutan, penyimpanan dan 
perniagaan bahan bakar minyak yang 
disubsidi tanpa izin.
Saran
1. Majelis hakim harus lebih cermat 
lagi dalam mempertimbangkan 
pembuktian unsur-unsur dari tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar minyak 
yang disubsidi tanpa izin berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan. Fakta-fakta persidangan 
yang dihadirkan, berorientasi 
dari lokasi, waktu kejadian, dan 
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modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau 
tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak. 
2. Hakim diharapkan untuk lebih 
memaksimalkan sanksi pidana 
yang akan dijatuhkan terhadap para 
pelaku tindak pidana pengangkutan, 
penyimpanan dan perniagaan 
bahan bakar minyak yang disubsidi 
tanpa izin sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, mengingat 
tindak pidana tersebut merupakan 
kejahatan yang sudah seharusnya 
penanganan perkaranya lebih 
diperketat, karena fakta yang terjadi 
dimasyarakat bahwa sudah banyak 
sekali terjadi tindak pidana yang 
berhubungaan dengan bahan bakar 
minyak, karena bahan bakar minyak 
merupakan kebutuhan pokok 
sehari-hari masyarakat. Pemberian 
sanksi pidana yang maksimal dapat 
meminimalisir terjadinya tindak 
pidana pengangkutan, penyimpanan 
dan perniagaan bahan bakar 
minyak yang disubsidi tanpa izin di 
masyarakat.
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